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Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap 
Pelaku Utama Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Putusan Pengadilan 
Negeri Bojonegoro Nomor 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn) adalah hasil 
penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana 
pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn 
tentang pelaku utama tindak Pidana Illegal Logging, serta bagaimana 
analisis hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap pertimbangan 
hukum dalam putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang pelaku 
utama Tindak Pidana Illegal Logging. 
Dalam penelitian ini, data yang diperlukan diperoleh dari kajian 
kepustakaan yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta 
kepustakaan. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan metode 
deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu 
mengemukakan data yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi data 
yang lebih khusus yaitu dalam putusan. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum 
dalam putusan Nomor 175/Pid.B/LH//2018/PN.Bjn setelah hakim 
memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan 
mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta hal yang meringankan 
dan memberatkan, majelis hakim memutus terdakwa yaitu melakukan 
tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin 
yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan menjatuhkan pidana 
kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 
Rp 500.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus 
diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Seharusnya hukuman 
yang diberikan yaitu pidana penjara selama 3 tahun dan denda sesuai 
dengan kerugian yang dialami perhutani agar tetap tidak menghilangkan 
suatu tujuan dibuatnya suatu aturan perundang-undangan. Analisis hukum 
pidana Islam terhadap tindak pidana penebangan pohon, hukuman bagi 
pelaku adalah hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan 
seseorang yakni hukuman penjara terbatas yang lamanya tidak boleh 
melebihi hukuman had yaitu selama satu tahun dan hukuman takzir yang 
berkaitan dengan harta yakni Al-Tamlik (ganti rugi/denda) yang jumlahnya 
senilai kerugian yang dialami perhutani yaitu Rp 374.145,- 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan dapat membuat 
masyarakat sadar betapa pentingnya menjaga lingkungan dan ekosistem 
hutan, supaya hutan tetap lestari untuk kehidupan yang akan datang. 
Kedua, untuk aparat penegak hukum terutama hakim, diharap 
mempertimbangkan kembali mengenai hukuman bagi pelaku utama tindak 
pidana Illegal Logging agar terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan 
dan keadilan hukum. 
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A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan Negara agraris, yang terdiri dari daratan dan 
perairan yang luas. Indonesia dari dulu terkenal mempunyai sumber daya 
alam yang berlimpah ruah, dan daerah yang subur (daratan). Banyak sekali 
daerah daratan daripada negara kita ini yang dimanfaatkan sebagai daerah 
pertanian dan perkebunan, hal ini karena daratan Indonesia terkenal subur 
sehingga baik untuk dikembangkannya sektor tersebut.  
Paradigma bahwa sumber daya alam kehutanan harus memberikan 
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan (ekonomi) 
semata sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, hutan harus pula 




Sumber daya alam mempunyai peranan cukup penting bagi 
kehidupan manusia. Sumber daya alam bagi berbagai komunitas di 
Indonesia bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna sosial, 
budaya dan politik. Sumber daya alam berperan penting dalam 
pembentukan peradaban pada kehidupan manusia, sehingga setiap budaya 
dan etnis memiliki konsepsi dan pandangan dunia tersendiri tentang 
penguasaan dan pengelolaan dari sumber daya alam.
2
 
                                                          
1Ahmad Redi,”Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan”,(Jakarta: Sinar Grafika, 
2014)1. 
2Salim,”Dasar-dasarHukumKehutanan”,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008)217 



































Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman 
hayati di dunia, Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara yang 
disebut Megadiversity Country. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi 
ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah endemik di 
Indonesia. Dalam kenyataannya pemanfaatan hutan alam yang telah 
berlangsung sejak awal 1970-an ternyata memberikan gambaran yang 
kurang menggembirakan untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia. 
Terlepas dari keberhasilan penghasil devisa, peningkatan pendapatan, 
menyerap tenaga kerja, serta mendorong pembangunan wilayah, 
pembangunan kehutanan melalui pemanfaatan hutan alam menyisakan sisi 
yang buram. Sisi negatif tersebut antara lain tingginya laju deforestasi 
yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan 
yang diperkuat oleh adanya penebangan liar (Illegal Logging). 
Di dalam pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 1999 menjelaskan bahwa 
hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan 
alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 
Hutan dibagi menjadi beberapa yaitu : (1) Hutan Hak adalah hutan yang 
berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, (2) Hutan Adat adalah 
hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, (3) 
Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
memproduksi hasil hutan, (4) Hutan Konservasi adalah kawasan hutan 



































dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan 
keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
3
  
Dalam perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, hutan 
semakin banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
Pemanfaatan hutan dilakukan dengan cara dan intensitas yang sangat 
bervariasi, mulai dari pemanfaatan yang tidak banyak mempengaruhi 
kondisi klimaks hutan sampai pada tindakan-tindakan yang menimbulkan 
perubahan komposisi hutan yang mencolok. Dewasa ini tak sedikit hutan-
hutan yang dikonversi menjadi hutan tanaman menggunakan satu jenis 
tanaman yang dikehendaki sehingga terbentuk populasi-populasi jenis 
tanaman tertentu yang cukup luas.
4
 
Usaha untuk melindungi dan mengamankan fungsi hutan adalah 
suatu usaha untuk: (1) melindungi dan mengamankan kerusakan-
kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan 
manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, dan 
(2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil 
hutan (Pasal 15 ayat (1) Undang-undangNomor 5 Tahun 1967). 
Di dalam Pasal 47 UU Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan bahwa 
perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk: (1) 
mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil 
hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya 
                                                          
3
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3888). 
4Sumardi,”Dasar-dasarPerlindunganHutan”,(Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2007)2. 



































alam, hama, serta penyakit, dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak 
negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil 




Keseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan terbukti dengan 
dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur masalah lingkungan. 
Kerusakan hutan hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan 
yang sulit ditangani. Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan 
beberapa kebijakan berupa Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 
Tentang Kehutanan dan terus mengalami perubahan sehingga sekarang 
muncul Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan dan mencabut Undang-undang kehutanan 
lainnya. Undang-undang No 18 Tahun 2013 juga menetapkan sanksi 
minimum dan maksimum terhadap perorangan/korporasi yang melakukan 
tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Jika melanggar 
peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka akan dikenai sanksi 
penjara/pidana denda, dan sanksi administratif. 
Banyak upaya berupa larangan dan ancaman hukumannya yang 
ditetapkan oleh pemerintah bagi seseorang atau badan hukum yang 
melakukan pelanggaran berupa pembalakan liar. Akan tetapi masih saja 
sebagian manusia tidak menghiraukan larangan-larangan tersebut sehingga 
mereka tetap melakukan pembalakan liar di kawasan hutan. 
                                                          
5Salim,”Dasar-dasarHukumKehutanan”,(Jakarta: SinarGrafika, 2008)113. 



































Masalah pembalakan liar merupakan masalah utama di sektor 
kehutanan. Kejahatan tersebut dapat memberikan dampak yang luar biasa 
bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Seluruh kekayaan alam 
(termasuk kayu) dapat punah. Pembalakan liar hanya akan mengakibatkan 
hutan menjadi semakin gundul. 
Modus Operandi dari pembalakan liar atau penebangan liar 
diantaranya adalah pertama, pembalak memanfaatkan izin pemerintah 
dalam mengeruk kayu hutan, kedua dilakukan pembalak liar yang sama 
sekali tidak memiliki perizinan. Modusnya, memanfaatkan masyarakat 
setempat dan menggunakan alat berat tanpa izin, memanfaatkan risalah 
lelang dan kayu olahan illegal menggunakan dokumen IUPHHK yang 
tidak aktif atau tidak beroperasi. Selain itu Ito Sumardi mengemukakan, 
pembalak liar juga melakukan manipulasi laporan hasil produksi (LHP).
6
 
Pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, 
pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman 
faktual di sekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari 
otoritas setempat. Menurut Undang-undang No 18 Tahun 2013, 
Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu 
secara tidak sah yang terorganisasi.
7
 
                                                          
6
 https://www.tribunnews.com/nasional/2010/04/28/polri-temukan-9-modus-ilegal-loging, 
(Diakses pada 14 Juli 2019, 08:34). 
7
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432). 



































Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan: 
a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku 
perusakan hutan. 
b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap 
menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem 
sekitarnya. 
c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan 
memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya 
masyarakat sejahtera. 
d. Meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan 
pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan 
perusak hutan. 
Menjaga kelestarian bukan hanya diatur dalam Undang-undang 
Republik Indonesia, di dalam Islam mengatur tentang tata cara mengelola 
dan melindungi hutan. Islam sebagai agama wahyu yang bukan hanya 
mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, atau hubungan manusia 
dengan manusia saja, namun Islam juga mengatur hubungan manusia 
dengan alam. Hal ini mewujudkan hubungan yang harmonis antara 
manusia dengan alam dan mendorong untuk saling memberi manfaat 
sehingga terwujud lingkungan alam yang baik. Sebagaimana Firman Allah 
SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi: 




































 “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 
sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 
jalan yang benar)”.8 
 
Allah melarang tegas merusak bumi ini, baik darat maupun laut, 
karena dampak dari mengeksploitasi alam tanpa menjaga ekosistem yang 
ada bukan hanya dapat menimbulkan bencana-bencana yang merugikan 




Ketertarikan penulis untuk meneliti masalah dalam skripsi ini 
karena menurut penulis kasus ini merupakan kasus pembalakan liar yang 
dilakukan oleh Sumari bin Kaslan. Alasan yang mendasari penulis 
meneliti masalah ini yaitu majelis hakim memutuskan terdakwa dengan 
hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000 
(lima ratus ribu rupiah). Putusan hakim dalam menentukan pidana denda 
dibawah ketentuan minimum. Sedangkan hakim kurang 
mempertimbangkanpasal 82 ayat (1) huruf (b) yang menjelaskan bahwa, 
orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon 
dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat 
                                                          
8
Al-Qur’an dan Terjemahan, Kementrian Agama Republik Indonesia. 
9
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Volume 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 405. 



































yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 
500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 
(dua milyar lima ratus juta rupiah). 
Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana denda 
tersebut kurang tepat, karena hakim dalam menentukan denda dibawah 
minimum dan kurang sesuai dengan ancaman denda pada pasal yang 
digunakan. Mengingat dalam pasal 82 ayat (1) huruf (b) Jo pasal 12 huruf 
(b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 yang 
ancaman hukumannya sudah ditentukan batas minimal dan maksimalnya, 
yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 
tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta 
rupiah). Memang dalam penjatuhan hukuman, hakim memiliki kebebasan 
dan hak otoritas dalam menentukan berat ringannya hukuman, akan tetapi 
hakim tidak seharusnya mengesampingkan aturan yang sudah di buat 
Undang-undang karena Undang-undang sudah menentukan ancaman 
hukuman secara tertulis (formal). 
Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dan 
diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Akan 
tetapi walaupun sudah lama dikenal namun pidana denda di Indonesia ini 
masih tergolong miskin, hal ini merupakan refleksi dari kenyataan bahwa 



































masyarakat pada umumnya masih menganggap bahwa pidana denda 
adalah pidana yang paling ringan. 
Pidana denda akan selalu menjadi pertimbangan oleh penegak 
hukum, terutama hakim dalam memutus perkara pidana. Namun pidana 
denda seharusnya dapat dirasakan sifat penderitaannya bagi mereka yang 
dijatuhinya. Pidana denda diharapkan pula dapat membebaskan rasa 




Hukum Pidana Islam memandang bahwa suatu perbuatan baru 
dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsurnya. Tindak 
pidana pelanggaran dalam hal pembalakan liar belum diatur secara jelas 
dalam hukum pidana Islam. Tetapi dalam hal ini tindak pidana 
pembalakan liar merupakan hal yang tercela dan didalam Islam disebutkan 
mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik. Barang tersebut 
didapatkan tidak secara halal atau diambil secara tidak baik. 
Dalam Hukum pidana Islam, denda atau dhiyat merupakan salah 
satu jenis dari hukuman ta’zir. Ta’zir menurut bahasa adalah ta’dib, 
artinya memberi pelajaran. Ta’zir juga diartikan dengan Ar-Raddu Wal 
Man’u, yang artinya menolak dan mencegah. At-Ta’zir adalah larangan, 
pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman 
yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan 
                                                          
10
Suhariyono AR, Pembaruan Pidana Denda Indonesia, (Jakarta: Sinar Sinanti, 2012), 11. 



































terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, 
baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.
11
 
Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk 
meneliti tentang kasus tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan 
hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 
dengan judul skripsi Tinjaun Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku 
Utama dalam perkara Illegal Logging (Studi Putusan Pengadilan 
Negeri Bojonegoro Nomor 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn). 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Pada latar belakang masalah telah diuraikan diatas,menunjukkan 
beberapa masalah yang terdapat dalam skripsi ini, adapun masalah-
masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagaimana berikut: 
a. Di Indonesia banyak terjadi tindak pidanaIllegal Logging. 
b. Tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa 
memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 
c. Tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa 
memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang  
dalam hukum Islam. 
                                                          
11
M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Amzah,2016), 93. 



































d. Di Indonesia telah dibuat peraturan khusus Tindak pidana 
penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu UU No. 18 Tahun 
2013. 
e. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan 
Nomor: 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang pelaku utama tindak 
pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki 
izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
f. Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap putusan 
Nomor: 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang pelaku utama tindak 
pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki 
izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
 
2. Batasan Masalah 
Berdasarakan identifikasi masalah diatas dan bertujuan agar 
permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi 
penulisan karya ilmiah dengan batasan: 
a. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 
175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang pelaku utamatindak pidana 
penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
b. Analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap pelaku 
utama tindak pidana Illegal Logging dalam kasus pidana 



































penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam putusan Nomor: 
175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn. 
 
C. Rumusan Masalah 
Agarpenelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan 
awal penulisan, maka penulis akan memfokuskan pada beberapa masalah 
untuk diteliti lebih lanjut, yaitu: 
1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 
175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang pelaku utama tindak pidana Illegal 
Logging dalam kasus penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa 
memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ? 
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan 
hukum hakim dalam putusan Nomor: 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn 
tentang pelakuutama tindak pidana Illegal Logging dalam kasus 
penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau 
penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti 
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak 
merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atas penelitian tersebut. 



































Berkaitan dengan tema tindak pidana di bidang kehutanan pernah 
dibahas oleh mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah, diantaranya adalah: 
1. Yofik Aprianto pada Tahun 2017, tentang Tinjauan Hukum Pidana 
Islam terhadap Putusan Nomor: 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang 
Illegal Logging di Tapanuli Tengah. Skripsi ini membahas tentang 
dasar pertimbangan hukum hakim mengenai tindak pidana Illegal 
Logging menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
12
 
2. Muhammad Abdul Ghani pada tahun 2013 tentang Sanksi terhadap 
Illegal Logging di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro 
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 tahun 2003 
Dalam Perspektif  Fikih Jinayah, dengan kesimpulan bahwa perbuatan 
terdakwa telah melanggar pasal 61 dalam Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Timur No. 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan dan dikenai 
sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 
5.000.000 (lima juta) rupiah, dalam fikih jinayah perbuatan terdakwa 
termasuk dalam jarimah ta’zir.13 
3. Zulaikhah pada tahun 2013 Tentang Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap 
Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di 
Wilayah SKPKH Mojokerto Menurut UU No. 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan. Dengan kesimpulam bahwa sanksi yang diberikan apabila 
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Yofik Aprianto,”Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor: 
243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang Illegal Logging di Tapanuli Tengah.”(Surabaya: UIN Sunan 
Ampel, 2016). 
13
Muhammad Abdul Ghani,”Sanksi Terhadap Illegal Logging Di Kecamatan Kedung Adem 
Kabupaten Bojonegoro Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2003 
Dalam Perspektif Fikih Jinayah ”,(Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013) 



































melakukan pelanggaran adalah pembinaan dan peringatan serta 
membuat surat pernyataan untuk tidak mengulang kembali 
perbuatannya. Namun apabila terbukti melakukan tindak pidana maka 
akan langsung diproses secara hukum sebagaimana dalam pasal 78 dan 
79 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jika dikaitkan dengan 
Fikih jinayah maka perbuatan tersebut dalam jarimah hudud yang 
dijatuhi hukuman ta’zir.14 
Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, disini penulis ingin 
menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan 
pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Bahwa fokus pembahasan 
skripsi ini lebih mengkaji tentang pertimbangan hukumyang dilakukan 
oleh hakim terhadap putusan Nomor: 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn atas 
pelaku utama dalam perkara tindak pidana Illegal Logging dan analisis 
hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap pelaku utama dalam 
perkara tindak pidana Illegal Logging. 
Penulis mengkaji tindak pidana tersebut dalam putusan Nomor: 
175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn, sebab dalam putusan tersebut hakim 
memberikan sanksi denda terhadap terdakwa dibawah ketentuan minimum 
dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf (b) Undang-Undang No. 
18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
                                                          
14
Zulaikhah,”Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan 
Raya R. Soerjo di Wilayah SKPKH Mojokerto Menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan”(Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013). 



































Letak perbedaan pembahasan skripsi ini dengan pembahasan 
skripsi terdahulu yaitu skripsi ini menggunakan studi putusan yang 
membahas mengenai pertimbangan hakim yang kurang memperhatikan 
ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf (b) Undang-Undang 
No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan dan meninjau dari segi hukum pidana Islam. Dan putusan terdahulu 
menggunakan Undang-undang lama yaitu Undang-undang No 41 Tahun 
1999. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-
sama membahas mengenai tindak pidana perusakan hutan pada umumnya. 
 
E. Tujuan Penelitian  
Selaras dengan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini 
bertujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam 
putusan Nomor: 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang pelaku utama 
tindak pidana Illegal Logging dalam kasus penebangan pohon dalam 
kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang. 
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana Islam dan hukum 
positif terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Nomor: 
175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang pelaku utama tindak pidana Illegal 
Logging dalam kasus penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa 
memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 




































F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa 
beberapa manfaat sebagai berikut: 
1. Secara Teoritis: dapat dijadikan pedoman untuk menyusun hipotesis 
penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan masalah ini, dan 
memperluas khasanah ilmu pengetahuan mengenai pertimbangan 
hakim terhadap putusan Nomor: 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang 
kasus penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin 
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
2. Secara Praktis : hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada 
kepolisisan, kejaksaan dan peradilan dalam menyikapi kasus tindak 
pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin 
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang sesuai Undang-
undang Dasar dan Hadits. 
 
G. Definisi Operasional  
Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalah 
pahaman terhadap masalah yang dibahas, maka perlu kiranya dijelaskan 
beberapa istilah sebagai berikut: 







































2. Pelaku Utama dalam Tindak Pidana adalah orang yang melakukan 
sendiri tindak pidana (plegen) yaitu orang tersebut melakukan tindak 
pidana sendirian tidak ada orang yang ikut membantunya.  
3. Tindak Pidana Illegal Logging (pembalakan liar atau penebangan liar) 
adalah penebangan pohon dalam hutan tanpa memiliki izin yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
4. Putusan Pengadilan Nomor: 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn adalah 
putusan tentang pelaku utama tindak pidana Illegal Logging dalam 
kasus penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin 
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang 
digunakan untuk mengumpulkan, mengolah bahan dan menyajikan serta 
menganalisis data guna menemukan atau menguji kebenaran suatu 
pengetahuan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode 
ilmiah.
16
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M. Nurul Irfan,’’Hukum Pidana Islam’’,(Jakarta: Amzah, 2016) 93. 
16
Lexy J Moeloleng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 1993),2. 



































1. Jenis Penelitian 
Metode yang digunakan dalam skripsi ini ialah dengan 
melakukan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif ialah 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.
17
 
Pendekatan masalah yang digunakan yaitu menggunakan 
pendekatan undang-undang (Statute Aproach) dilakukan dengan 
mengkaji semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum 
yang sedang ditangani, dan pendekatan kasus (Case Aproach) 
menggunakan pendekatan dengan cara mengkaji kasus yang berkaitan 
dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
2. Data yang dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan ada dua, yaitu data primer dan data 
sekunder: 
a. Data primer: Data yang didapat dari pertimbangan hukum hakim 
terkait putusan Nomor: 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn 
b. Data sekunder: Data yang berkaitan tentang hukum pidana Islam 
dari sumber yang sudah ada. 
3. Sumber data 
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan 
skripsi ini digunakan dua sumber data, yaitu: 
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 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), 
hlm 14. 



































a. Sumber data primer 
Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan 
informasi data kepada pengumpul data.
18
 Dalam penelitian ini yang 
dimaksud dengan sumber primer antara lain: 
1. Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 
175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn. 
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
3. Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri 
Bojonegoro. 
b. Sumber data sekunder 
Sumber sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung 
memberikan informasi data kepada pengumpul data misalnya 
melalui orang lain atau dokumen.
19
 Data yang dimaksud antara 
lain: 
1) Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor 
Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. 
2) Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika, 
2008. 
3) Sumardi, Dasar-dasarPerlindunganHutan, Yogyakarta: 
GadjahMada University Press, 2007. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 225. 
19
Ibid., 225. 



































4) Suhariyono, Pembaruan Pidana Denda Indonesia, Jakarta: 
Papas Sinar Sinanti, 2012. 
5) M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah, 2016. 
6) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan 
standart untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua 
yaitu: 
a. Dokumentasi, yaitu teknik mencari data yang sumber datanya 
adalah dokumen, seperti dokumen Putusan Pengadilan Negeri 




b. Kepustakaan, yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data 
yang sumber datanya adalah buku-buku, jurnal atau literatur yang 
ada. 
c. Wawancara, yaitu teknik mencari data atau mendapatkan 
informasi dengan bertanya langsung kepada responden, yang 
sumbernya adalah hakim ketua persidangan kasus Illegal Logging 
di Pengadilan Negeri Bojonegoro. 
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Moh. Nasir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. II, 1985), 53. 



































5. Teknik Pengolahan Data 
Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai 
berikut: 
a. Editing, yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data 
yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang 
jelas atau meragukan hingga menghasilkan data yang valid.
21
 
b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang 
berisikan dengan kerangka paparan yang sudah direncanakan yang 
tersusun pada bab III tentang pelaku utama tindak pidana Illegal 
Logging dalam kasus penebangan pohon dalam kawasan hutan 
tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 
dalam putusan Nomor: 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn. 
c. Analizing, yaitu memberikan analisa tinjauan hukum pidana Islam 
mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi  
pelaku utama tindak pidana Illegal Logging dalamkasus 
penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang 




6. Teknik Analisis Data 
Data yang dikumpulkan secara sistematis kemudian dianalisis 
dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif: 
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Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian, (Malang UIN-Malik Press, 2010), 125. 
22
Lexy J. Moleong,”Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)248. 



































a. Teknik Deskriptif Analisis, yaitu teknik analisa dengan cara 
menggambarkan data apa adanya, dalam hal ini tentang 
pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 
175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn. Kemudian di analisis dengan 
menggunakan teori hukum pidana Islam, yaitu teori jarimah ta’zir. 
b. Deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat 
umum, dalam hal ini menggunakan  teori jarimah ta’ziryang 
kemudian diaplikasikan dalam putusan Nomor: 
175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn.
23
Kemudian ditarik suatu kesimpulan 
yang bersifat khusus dari penelitian yang dilakukan. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi 
lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai 
hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. 
Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur maka sistematika 
pembahasannya adalah sebagai berikut: 
Bab yang pertama tentang pendahuluan yang menguraikan 
mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan 
hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika 
pembahasan. 
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Burhan Burgin,”Metodologi Penelitian Kualitatif”,(Jakarta: Rajawali Press, 2012)70. 



































Bab kedua menguraikan tentang konsep hukum pidana Islam 
dengan menggunakan teori jarimah takzir. Kemudian mengemukakan 
definisi, macam-macam dan dasar hukum jarimah takzir tentang pelaku 
utama tindak pidana Illegal Logging dalam kasus penebangan pohon 
dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat 
yang berwenang. 
Bab ketiga tentang penyajian data dari Putusan Pengadilan Negeri 
Bojonegoro Nomor: 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn. Bab ini akan 
memaparkan deskripsi kasus pelaku utama tindak pidana Illegal Logging 
dalam kasus penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin 
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dasar putusan hakim 
yang digunakan dalam putusan tersebut. 
Bab keempat menganalisis mengenai pelaku utama tindak pidana 
Illegal Logging dalam kasus penebangan pohon dalam kawasan hutan 
tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 
menurut hukum Islam dan hukum positif dengan pertimbangan hukum 
hakim yang dijadikan landasan dalam memutuskan hukuman bagi pelaku 
utama tindak pidana Illegal Logging dalam kasus penebangan pohon 
dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat 
yang berwenang putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 
175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn. 
Bab kelima merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan 
berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk 



































memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan 
bagaimana isi pokok bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran 
untuk Pengadilan Negeri Bojonegoro dan lembaga penegak hukum terkait 



















































JARIMAH TAKZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 
A. Pengertian Takzir 
Secara etimologis takzir berarti menolak dan mencegah. 
Tim penyusun mendefinisikan takzir sebagai pengajaran yang tidak 
sampai pada ketentuan had syar’í seperti pengajaran terhadap 




Berbeda dengan qisas dan hudud, bentuk sanksi takzir tidak 
disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur’an dan hadits. Untuk 
menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau 
penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan 
ukuran sanksi takzir ini harus memperhatikan nash keagamaan 
secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut 
kemaslahatan umum. 
Dasar hukum disyariatkannya takzir terdapat dalam 
beberapa hadits Nabi dan tindakan sahabat. Hadits-hadits tersebut, 
antara lain dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa 
Nabi pernah menahan seseorang karena disangka melakukan 
kejahatan. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Tirmidzi, 
Al-Nasa’i, dan Al-Baihaqi. 
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M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), 93.  



































Penjelasan yang cukup luas, diberikan oleh Fathi ad-Durani 
guru besar fikih Universitas Damaskus Suriah menyatakan bahwa 
takzir adalah hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk 
menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan 
yang menghendaki tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yang 
ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan 
perbuatan wajib atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang 
semuanya itu tidak termasuk ke dalam kategori ḥ udūd dan 
kafarah, baik yang berhubungan dengan hak Allah berupa 
gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta 





B. Macam-macam Takzir 
Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam jarimah takzir. 
Berikut ini penjelasannya: 
1. Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah. 
Artinya, semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan 
dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di 
muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan 
penyelundupan. 
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 Ahmad Tholabi Kharli, (Ahkam Jurnal Ilmu Syariah), Vol 17, No 1, 2017. Hal 10. 



































2. Jarimah takzir yang menyinggung hak individu. 
  Artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian 
kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, 




C. Macam-macam Sanksi Takzir 
1. Sanksi Takzir yang Berkaitan dengan Badan 
Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati 
dan hukuman cambuk. Berikut ini uraiannya: 
a) Hukuman Mati 
Mazhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan 
hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan 
berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi 
masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang 
dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir 
dzimmi meskipun telah masuk Islam. 
Mazhab Maliki dan sebagian Ulama’ Hanabilah 
juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir 
tertinggi. Contohnya, sanksi bagi mata-mata dan orang 
yang melakukan kerusakan dimuka bumi. Demikian juga 
sebagian Ulama’ Syafi’iyah membolehkan hukuman mati 
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dalam kasus homoseksual dan penyebaran aliran-aliran 
sesat yang menyimpang dari Al-Qur’an dan Sunnah. 
Dari pendapat para ulama’ diatas adalah 
membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi, 
meskipun dalam pelaksanaannya ada persyaratan yang 
ketat. Syarat-syarat tersebut adalah: 
1. Apabila pelaku adalah residivis yang hukuman-
hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-
apa baginya, dan 
2. Harus betul-betul dipertimbangkan dampak 
kemaslahatan masyarakat serta pencegahan 
kerusakan yang menyebar di muka bumi. 
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat 
disimpulkan bahwa menurut ulama’, hukuman mati sebagai 
sanksi takzir tertinggi hanya diberikan kepada pelaku 
jarimah yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, 
keamanan, dan ketertiban masyarakat atau apabila sanksi-
sanksi sebelumnya tidak memberi pengaruh baginya. 
Oleh karena itu, sangatlah tepat kiranya menetapkan 
hukuman mati bagi koruptor serta produsen dan pengedar 
narkoba yang termasuk ke dalam kategori jarimah takzir 







































b) Hukuman Cambuk 
Hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek 
jera bagi pelaku jarimah takzir. Jumlah cambukan dalam 
jarimah hudud zina ghairu muhshan dan penuduhan zina 
telah dijelaskan di dalam nash keagamaan. Namun dalam 
jarimah takzir, penguasa atau hakim diberikan kewenangan 
untuk menetapkan jumlah cambukan yang di sesuaikan 
dengan bentuk jarimah, kondisi pelaku, dan efek bagi 
masyarakat. 
Hukuman cambuk dikatakan efektif karena 
memiliki beberapa keistimewaan berikut: 
1) Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki 
daya represif karena dapat dirasakan langsung secara 
fisik. 
2) Hukuman cambuk dalam ta’zir tidak bersifat kaku, 
tetapi fleksibel karena masing-masing jarimah berbeda 
jumlah cambukannya. 
3) Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak 
membutuhkan anggaran yang besar. 
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4) Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak 
sampai menelantarkan keluarga terhukum. Sesudah 
sanksi dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepas 
dan ia dapat bekerja seperti biasa. Hal ini sesuai dengan 
prinsip berikut yang tertuang dalam firman Allah SWT: 
 
Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang 
bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul 
beban dosa orang lain. (QS. Al-An’am (6): 164)5 
Adapun mengenai jumlah cambukan maksimal 
dalam jarimah takzir, ulama’ berbeda pendapat: 
(a) Menurut mazhab Hanafi, tidak boleh melampaui 
hukuman had.  
(b) Abu Hanifah berpendapat bahwa jumlah cambukan 
dalam jarimah takzir tidak boleh lebih dari tiga puluh 
sembilan kali karena karena hukuman cambuk bagi 
peminum khamar adalah empat puluh kali. 
(c) Abu Yusuf berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam 
jarimah takzir tidak boleh lebih dari tujuh puluh 
sembilan kali karena hukuman cambuk bagi penuduh 
zina adalah delapan puluh kali. 
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(d) Ulama’ Malikiyah berpendapat bahwa sanksi takzir 
boleh melebihi had selama mengandung maslahat. 
Alasan mereka adalah Umar bin Al-khaththab yang 
pernah mencambuk Mu’an bin Zaidah yang 
memalsukan stempel baitul maal dengan seratus kali 
cambukan. 
(e) Ali pernah mencambuk orang yang meminum Khamar 
pada siang hari bulan Ramadhan dengan delapan puluh 
kali dan ditambah dua puluh kali sebagai takzir.
6
 
Mengenai pelaksanaan hukuman cambuk, ulama’ 
menyebutkan bahwa cambuk yang digunakan berukuran 
sedang serta tidak kering dan tidak basah. Di dalam hadits 
diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah akan 
mencambuk seseorang. Beliau diberikan cambuk yang 
kecil, tetapi beliau meminta cambuk yang agak besar. 
Beliau lalu diberikan cambuk lain yang besar, tetapi beliau 
menyebutnya terlalu besar dan menyatakan bahwa cambuk 
yang digunakan adalah yang pertengahan, yaitu antara 
kedua cambuk itu. Atas dasar inilah Ibnu Taimiyyah 
berpendapat bahwa untuk mencambuk menggunakan 
cambuk yang berukuran sedang dan sebaik-baiknya perkara 
adalah yang pertengahan. 
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Rasulullah melarang cambuk wajah, kepala, dan 
kemaluan karena takzir hanya bertujuan memberi pelajaran 
dan tidak boleh sampai menimbulkan cacat. Oleh karena 
itu, apa yang dikatakan oleh ulama’ bahwa tempat sasaran 
mencambuk adalah punggung tampaknya lebih kuat. 
2. Sanksi Takzir yang Berkaitan dengan Kemerdekaan 
Seseorang 
  Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu 
hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Berikut ini 
penjelasannya: 
1) Hukuman Penjara7 
Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk 
hukuman penjara, yaitu al-habsu yang berarti al-man’u 
(pencegahan atau penahanan) dan al-sijnu yang artinya 
sama dengan al-habsu. Dengan demikian, kedua kata 
tersebut mempunyai arti yang sama dan ulama’ juga 
menggunakan keduanya. Menurut Ibnu Qayyim, al-
habsu bermakna menahan seseorang untuk tidak 
melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu ditahan 
di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. 
Demikianlah yang dimaksud dengan al-habsupada masa 
Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi, setelah umat Islam 
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bertambah banyak dan wilayah Islam bertambah luas 
pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah 
Shafwan bin Umayyah dengan harga empat ribu dirham 
untuk dijadikan penjara. 
Ulama’ membolehkan sanksi penjara karena 
berdalil dengan tindakan Umar sebagaimana yang telah 
dijelaskan. Selain itu, ulama’ berdalil dengan tindakan 
Utsman yang memenjarakan, antara lain Zhabi’ bin 
Harits, seorang pencopet dari bani Tamim, serta 
tindakan Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair 
di Mekkah. Di dalam sunnah Rasulullah SAW juga 
dikatakan bahwa beliau pernah menahan seseorang yang 
tertuduh dalam rangka menunggu proses persidangan. 
Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan si tertuduh 
melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan 
mengulangi melakukan kejahatan.  
Hukuman penjara bisa jadi hukuman pokok dan 
juga bisa jadi hukuman tambahan. Hukuman penjara 
menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok 
yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak 
bagi terhukum. Hukuman penjara dalam syariat Islam 



































dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan 





(a) Hukuman Penjara Terbatas 
Hukuman penjara terbatas adalah hukuman 
penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. 
Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk 
pelaku jarimah penghinaan, penjualan khamar, riba, 
pelanggaran kehormatan bulan suci ramadhan 
dengan berbuka pada siang hari tanpa udzur, 
pengairan ladang dengan air dari saluran tetangga 
tanpa izin, caci maki antara dua orang yang 




Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada 
kesepakatan dikalangan ulama’. Sebagian ulama’, 
dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa 
lamanya penjara bisa dua atau tiga bulan, bahkan 
juga bisa kurang atau lebih dari itu. Sebagian yang 
lain berpendapat bahwa penentuan tersebut 
diserahkan kepada hakim. Menurut Imam Al-
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Mawardi, hukuman penjara dalam takzir berbeda-
beda karena tergantung kepada pelaku dan jenis 
jarimahnya. Diantara pelaku ada yang dipenjara 
selama satu hari dan ada pula yang lebih lama dari 
itu. 
Tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha 
mengenai batas maksimum hukuman penjara 
terbatas ini. Menurut Syafi’iyah, batas 
maksimumnya adalah satu tahun. Mereka 
mengiaskannya kepada hukuman pengasingan 
dalam had zina yang lamanya hanya satu tahun dan 
hukuman takzir tidak boleh melebihi hukuman had. 
Akan tetapi, tidak semua ulama’ Syafi’iyah 
menyepakati pendapat tersebut. Seperti yang 
dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa 
diantara para pelaku ada yang dikenakan hukuman 
penjara selama satu hari dan ada pula sampai batas 
waktu yang tidak ditentukan. Hal ini tergantung 
kepada pelaku dan jarimahnya. Adapun pendapat 
yang dinukil dari Abdullah Al-Zubairi bahwa masa 
hukuman penjara ditetapkan selama satu atau enam 
bulan. Al-Zaila’i menyebutkan masa hukuman 
penjara adalah selama dua atau tiga bulan, bahkan 



































bisa kurang atau lebih dari itu. Demikian pula Imam 
Ibnu Al-Majasyun dari ulama’ Malikiyyah 
menetapkan lama hukuman selama setengah, dua, 
atau empat bulan, tergantung pada kadar harta yang 
diambilnya. 
Dengan demikian, tidak ada batas 
maksimum yang pasti dan dijadikan pedoman 
umum untuk hukuman penjara sebagai takzir.  
 
(b) Hukuman Penjara tidak Terbatas 
Hukuman penjara tidak terbatas tidak 
dibatasi waktunya. Dengan kata lain, berlangsung 
terus sampai orang yang terhukum itu meninggal 
atau bertobat. Istilah lain untuk hukuman ini adalah 
hukuman penjara seumur hidup dan telah diterapkan 
dalam hukum positif di Indonesia. Hukuman 
seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam 
dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, 
seperti menahan orang lain untuk dibunuh oleh 
orang ketiga atau mengikat orang lain kemudian 
melemparkannya ke seekor harimau. Menurut Imam 
Abu Yusuf, apabila orang tersebut tewas dimakan 



































harimau, pelaku dikenakan hukuman penjara 
seumur hidup (sampai ia meninggal dipenjara).
10
 
Di Indonesia ada pendapat yang menyatakan 
bahwa konsep hukuman cambuk dalam Islam 
menghendaki negara tanpa penjara. Akan tetapi, 
apabila kita mengingat sejarah pada masa Nabi dan 
sahabat telah dikenal adanya hukuman penjara 
karena ada pelaku atau jarimah yang lebih cocok 
diancam dengan hukuman penjara daripada cambuk. 
Rupanya sanksi penjara ini tetap di pertahankan 
sebagai sanksi hukuman yang di Indonesia dikenal 
dengan Lembaga Pemasyarakatan. Ulama’ bahkan 
mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum 
sakit dan menganjurkan untuk melatih mereka 
dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat karena 





2) Hukuman Pengasingan 
Hukuman pengasingan (buang) termasuk 
hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak 
pidana perampokan.  
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Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan 
hukuman had, dalam praktiknya, hukuman tersebut 
diterapkan juga sebagai hukuman takzir. Di antara 
jarimah takzir yang dikenakan hukuman pengasingan 
adalah orang yang berperilaku mukhannats (waria) yang 
pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan 
mengasingkannya keluar dari Madinah. Demikian pula 
tindakan Khalifah Umar yang mengasingkan Nashr bin 
Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, 
walaupun sebenarnya ia tidak melakukan jarimah. 
Demikian pula tindak pidana pemalsuan stempel baitul 
maal seperti yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar 
bin Al-Khaththab terhadap Mu’an bin Zaidah yang 
dijatuhi hukuman pengasingan seyelah sebelumnya 
dikenakan hukuman cambuk. 
Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada 
pelaku jarimah yang di khawatirkan membawa 
pengaruh buruk kepada orang lain sehingga pelakunya 
harus diasingkan. Ulama’ berbeda pendapat mengenai 
tempat pengasingan. Berikut ini pendapat mereka:
12
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a) Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya 
menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam 
ke negeri bukan Islam. 
b) Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin 
Jubayyir, pengasingan itu artinya dibuang dari satu 
kota ke kota yang lain. Imam Al-Syafi’i berkata 
bahwa jarak kota asal dengan kota pembuangan 
adalah jarak perjalanan qasar. Maksud pembuangan 
itu adalah untuk menjauhkannya dari keluarga dan 
tempat tinggalnya. 
c) Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari 
Imam Malik, pengasingan itu artinya dipenjarakan. 
Lamanya pengasingan juga tidak ada kesepakatan 
dikalangan fuqaha. Berikut ini beberapa pendapat mereka: 
a) Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, masa pengasingan 
tidak boleh lebih dari satu tahun agara tidak melebihi 
masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan 
hukuman had. Apabila pengasingan dalam ta’zir lebih 
dari satu tahun. 
b) Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa 
lebih dari satu tahun sebab pengasingan disini 
merupakan hukuman ta’zir, bukan hukuman had. 
Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan 



































tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan 





3. Hukuman Ta’zir yang Berkaitan dengan Harta 
  Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya 
hukuman takzir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam 
Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya, Muhammad bin Hasan 
bahwa hukuman takzir dengan cara mengambil harta tidak 
dibolehkan. Akan tetapi, Imam Malik, Imam Al-Syafi’i, Imam 
Ahmad bin Hanbal, serta Imam Abu Yusuf membolehkannya 
apabila dipandang membawa maslahat. 
Hukuman Takzir dengan mengambil harta bukan 
berarti untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya 
menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa 
diharapkan untuk bertobat, hakim dapat men-tasharruf-kan 
(memanfaatkan) harta tersebut untuk kepentingan yang 
mengandung maslahat. 
Imam Ibnu Taimiyyah membagi hukuman takzir ini 
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1) Mengahancurkannaya (Al-Itlaf) 
Penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang 
bersifat munkar. Berikut ini beberapa contohnya: 
(a) Penghancuran patung milik orang Islam. 
(b) Penghancuran alat-alat musik atau permainan 
yang mengandung maksiat. 
(c) Penghancuran peralatan dan kios khamar. 
(d) Penumpahan susu yang sudah bercampur 
dengan air 
Penghancuran ini tidak selamanya merupakan kewajiban, 
melainkan dalam kondisi tertentu boleh disedekahkan. Atas 
dasar pemikiran ini sekelompok ulama’, seperti Imam 
Malik dalam riwayat Ibnu Al-Qasim membolehkan 
makanan atau minuman yang dijual untuk maksud menipu 
disedekahkan kepada fakir miskin. Dengan demikian, dua 
kepentingan yaitu penghancuran sebagai hukum takzir dan 
manfaat bagi orang miskin dapat dicapai sekaligus.  
2) Mengubahnya (Al-Tagyir) 
Contoh hukuman takzir berupa mengubah harta 
pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah 
oleh muslim dengan cara memotong kepalanya 
sehingga mirip pohon atau vas bunga. Mengubah 
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patung yang indah dengan dipotong di bagian leher 
dipastikan akan membuat pemilik benda itu kecewa, 
bahkan marah. Akan tetapi, hal ini dilakukan dalam 
rangka memberi hukuman kepada pelaku. 
 
3) Memilikinya (Al-Tamlik) 
Hukuman takzir dalam bentuk ini juga disebut 
dengan hukuman denda, yaitu hukuman takzir berupa 
pemilikan harta pelaku, antara lain seperti keputusan 
Rasulullah SAW melipatgandakan denda bagi 
seseorang yang mencuri buah-buahan di samping 
hukuman cambuk. Demikian pula keputusan khalifah 
Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang 
menggelapkan barang temuan. 
Hukuman denda dapat merupakan hukuman 
pokok yang berdiri sendiri. Contohnya, penjatuhan 
hukuman denda bagi orang yang duduk di bar, mencuri 
buah-buahan dari pohonnya, atau mencuri kambing 
sebelum sampai di penggembalaannya. Namun, bisa 
saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman 
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Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah 
atau tertinggi dari hukuman denda. Ibnu Al-Qayyim 
mengelompokkan hukuman ini menjadi dua macam, 
yaitu denda yang telah dipastikan kesempurnaannya dan 
yang tidak dipastikan kesempurnaannya. Berikut ini 
penjelasannya: 
(a) Denda yang dipastikan kesempurnaannya adalah 
denda yang mengharuskan lenyapnya harta 
karena berhubungan dengan hak Allah. 
Contohnya, pelanggaran sewaktu ihram dengan 
membunuh hewan buruan, pelakunya di denda 
dengan mengorbankan hartanya berupa 
memotong hewan kurban. 
(b) Denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya 
adalah denda yang tidak ditetapkan secara pasti. 
Dengan kata lain, denda ditetapkan berdasarkan 
ijtihad hakim dan disesuaikan dengan berat atau 
ringannya pelanggaran yang dilakukan. Itu 




Selain denda, hukuman takzir yang berkaitan 
dengan harta adalah penyitaan atau perampasan. 
                                                          
16
Mawardi Noor, Garis-garis Besar Syariat Islam, (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), 36. 



































Namun, hukuman ini diperselisihkan oleh fuqaha. 
Jumhur ulama’ membolehkannya apabila memenuhi 
persyaratan berikut: 
(a) Harta diperoleh dengan cara yang halal. 
(b) Harta digunakan sesuai dengan fungsinya. 
(c) Penggunaan harta tidak mengganggu hak 
orang lain. 
Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, 
penguasa atau hakim berhak menerapkan hukuman 
takzir berupa penyitaan atau perampasan.  
D. Hukuman Takzir dalam Bentuk Lain 
   Selain hukuman-hukuman takzir yang telah 
disebutkan di atas, ada beberapa bentuk sanksi takzir lainnya 
yaitu: 
1) Peringatan keras 




6) Pemecatan, dan 



































7) Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti 




E. Tujuan Sanksi Takzir 
Syara’ tidak menentukan macam-macam hukuman untuk 
setiap jarimah takzir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan 
hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam 
hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana 
yang sesuai dengan macam jarimah takzir serta keadaan si pelaku. 
Jadi, jarimah takzir tidak mempunyai batas tertentu. 
Takzir berlaku atas semua orang. Setiap orang yang sehat 
akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun 
perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim, 
dihukum takzir sebagai pendidikan baginya. Setiap muslim atau 
kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak 
dibenarkan, baik dengan perbuatan,ucapan, maupun isyarat, perlu 
dikenakan sanksi takzir agar tidak mengulangi perbuatannya. 
Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi takzir: 
a. Preventif, mencegah orang lain agar tidak melakukan 
jarimah. 
b. Represif, membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi. 
c. Kuratif, membawa perbaikan sikap bagi pelaku. 
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d. Edukatif, memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga 
diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku. 
 
 
F. Kompetensi Pemberlakuan Takzir 
Pihak yang berhak memberikan hukuman takzir kepada 
pelanggar hukum syar’i, selain penguasa atau hakim adalah 
orangtua untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, 
atau guru untuk mendidik muridnya. Namun selain penguasa atau 
hakim, terikat jaminan keselamatan terhukum. Artinya, mereka 
tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa dalam menetapkan 
sanksi takzir. 
Maksud pemberlakuan takzir adalah agar pelaku mau 
menghentikan kejahatannya dan agar hukum Allah tidak dilanggar. 
Pelaksanaan hukuman takzir bagi penguasa atau hakim sama 
dengan pelaksanaan hukum hudud. Adapun orangtua terhadap 
anaknya, suami terhadap istrinya, guru kepada muridnya, hanya 
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DESKRIPSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI 
KAWASAN KPH BOJONEGORO SECARA TIDAK SAH 
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO 
NOMOR 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn 
A. Deskripsi Kasus 
Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang 
dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus 
pelaku utama tindak pidana illegal logging di KPH Bojonegoro yang telah 
terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang telah 




Sumari Bin Kaslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “memuat, 
mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil 
penebangan dikawasan hutan tanpa izin”, sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 12 huruf (d) UU RI 
Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan. 
Bermula pada sekitar bulan Mei 2018 sekitar pukul 10.30 WIB 
atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di kawasan hutan 
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di petak 69 RPH Temayang Kec. Temayang Kab. Bojonegoro, atau tempat 
lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Bojonegoro, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam 
kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (b), yang 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Pada awalnya terdakwa SUMARI Bin KASLAN sekira jam 06.00 
wib berangkat dari rumahnya dengan membawa satu buah pecok dengan 
tujuan membersihkan ladang di area persawahan, setelah selesai sekira jam 
08.30 wib terdakwa mempunyai niat mencari kayu jati di hutan yang akan 
di gunakan untuk perbaikan dinding rumahnya, selanjutnya terdakwa 
masuk ke kawasan hutan petak 69 RPH Temayang KPH Bojonegoro 
dengan maksud mengambil kayu jati, setelah sampai kawasan hutan 
terdakwa tanpa seijin dan/atau sepengetahuan yang berwenang menebang 
dua pohon jati yang masih berdiri dengan menggunakan pecok, setelah 
pohon jati tumbang dipotong daunnya menggunakan pecok, selanjutnya di 
pacak dengan menggunakan pecok dibentuk persegi, kemudian terdakwa 
mengangkut 2 (dua) batang kayu jati ukuran panjang 250 cm diameter 10 
cm dan panjang 250 cm diameter 7 cm yang sudah ditali dengan cara 
dipanggul berjalan keluar hutan pulang kerumah, namun sewaktu terdakwa 
melintas dijalan yang sedang memanggul hasil hutan berupa kayu jati 
tersebut masih didalam kawasan hutan petak 69 RPH Temayang 
diberhentikan oleh saksi Suhartono, saksi Hariyono, dan saksi Khudoiri 



































(anggota Polhutmob KPH Bojonegoro) yang sedang melakukan patroli, 
setelah ditanyakan surat ijin menebang tidak dapat menunjukkan surat 
yang dimaksud atau dokumen terkait kayu jati tersebut, selanjutnya 
terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro. 
B. Keterangan Saksi-Saksi 
Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah, keterangan saksi 
sebagai alat bukti yakni apa yang saksi nyatakan di dalam ruang 
persidangan.
2
 Untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum 
menghadirkan 
a) Saksi Hariyono Bin Lantip pada pokoknya memberikan 
keterangan bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan 
dipersidangan karena mengambil kayu jati milik Perhutani 
Pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap 
terdakwa bersama dengan saksi Khudoiri pada hari Senin 
tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul  10.30 wib di kawasan 
hutan petak 69 RPH Temayang Kecamatan Temayang 
Kabupaten Bojonegoro. Yang diketahui bahwa terdakwa 
menebang pohon jati didalam hutan dengan menggunakan 
alat berupa pecok. Pada saat penangkapan terdakwa 
ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jati 
masing-masing berukuran 250 cm x 10 cm, dan 250 cm x 
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 M. Karjadi, R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi 
Dan Komentar (Bogor: Politeia, 1997), 163. 



































7 cm serta sebuah pecok. Pada saat terdakwa ditangkap 
sedang memikul kayu jati hasil dari tebangannya di 
kawasan hutan milik Perhutani. Saksi Hariyono 
mengetahui bahwa terdakwa tinggal dikawasan hutan 
dengan jarak dari rumah terdakwa dengan tempat 
penebangan pohon kayu jati sekitar 1 km. Setelah saksi 
melihat bekas tebangan pada tunggak, terlihat 
menggunakan pecok dan pohon jati yang ditebang 
terdakwa belum waktunya di panen. Akibat perbuatan 
terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp 
374.145,- (tiga ratus tujuh puluh empat seratus empat 
puluh lima rupiah). 
b) Saksi Khudoiri Bin Ahmad Rif’ah pada pokoknya 
memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui terdakwa 
dihadapkan dipersidangan karena mengambil kayu jati 
milik Perhutani Pada saat itu saksi melakukan 
penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi 
Hariyono Bin Lantip pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 
sekitar pukul  10.30 wib di kawasan hutan petak 69 RPH 
Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. 
Yang diketahui bahwa terdakwa menebang pohon jati 
didalam hutan dengan menggunakan alat berupa pecok. 
Pada saat penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti 



































berupa 2 (dua) batang kayu jati masing-masing berukuran 
250 cm x 10 cm, dan 250 cm x 7 cm serta sebuah pecok. 
Pada saat terdakwa ditangkap sedang memikul kayu jati 
hasil dari tebangannya di kawasan hutan milik Perhutani. 
Saksi Hariyono mengetahui bahwa terdakwa tinggal 
dikawasan hutan dengan jarak dari rumah terdakwa 
dengan tempat penebangan pohon kayu jati sekitar 1 km. 
Setelah saksi melihat bekas tebangan pada tunggak, 
terlihat menggunakan pecok dan pohon jati yang ditebang 
terdakwa belum waktunya di panen. Akibat perbuatan 
terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp 




C. Barang Bukti 
Sesuai dengan pasal 181 KUHAP hakim ketua sidang 
memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan 
kepada terdakwa apakah ia mengenal benda tersebut. Barang bukti yang di 
maksud sesuai dengan pasal 39 KUHAP. Yang secara garis besar adalah 
benda yang berhubungan dengan tindak pidana. Dapat berupa benda yang 
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang khusus di buat 
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 Keterangan Saksi-saksi Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn. 6. 



































untuk melakukan tindak pidana, benda yang mempunyai hubungan dengan 
tindak pidana.
4
 Adapun barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:
5
 
1) 1 (satu) batang kayu jati ukuran panjang 250 cm diameter 10 
cm. 
2) 1 (satu) batang kayu jati ukuran panjang 250 cm diameter 7 cm. 
3) 1 (satu) buah pecok. 
D. Keterangan Terdakwa 
Keterangan terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat 2 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah apa yang terdakwa 
nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia 
ketahui sendiri atau alami sendiri.
6
 
Terdakwa Sumari bin Kaslan, bertempat lahir di Bojonegoro pada 
tanggal 1 Januari 1978 dan saat ini berumur 40 tahun, bertempat tinggal di 
Dukuh Grasak Desa Papringan Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Temayang 
Kabupaten Bojonegoro, beragama Islam memberikan keterangan bahwa 
awalnya terdakwa mempunyai niat untuk tambal sulam dinding rumah 
milik terdakwa, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil pohon 
kayu jati yang ada didalam hutan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 
Mei 2018 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa  yang masih termasuk 
dalam kawasan hutan dengan berjalan kaki dengan jarak sekitar 1 (satu) 
km dan membawa pecok. 
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 M. Karjadi, R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi 
Dan Komentar (Bogor: Politeia, 1997). 
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 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn. 7. 
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 M. Karjadi, R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi 
Dan Komentar (Bogor: Politeia, 1997). 167. 



































Selanjutnya setelah terdakwa sampai di kawasan hutan petak 69 
RPH Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro mencari 
sebuah pohon kayu jati dan setelah mendapatkan, kemudian terdakwa 
dengan menggunakan pecok menebang pohon jati tersebut, dan setelah 
roboh kemudian terdakwa memotongnya menjadi 2 (dua) bagian yaitu 
ukuran panjang 250 cm diameter 10 cm dan ukuran panjang 250 cm 
diameter 7 cm. Sekitar pukul 10.30 wib selesai memotong kayu jati 
tersebut terdakwa memingkulnya dan membawa pulang, namun dalam 
perjalanan pulang sekitar 200 meter ditangkap oleh saksi Hariyono Bin 
Lantip dan saksi Khudoiri Bin Ahmad Rif’ah keduanya petugas perhutani. 
Ketika ditanya oleh saksi Hariyono dan Khudoiri terkait surat izin 
penebngan yang dilakukan terdakwa, terdakwa tidak dapat 
menunjukkannya dan terdakwa mengetahui kalau menebang pohon kayu 
jati milik Perhutani dilarang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak 
Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp 374.145,- (tiga ratus tujuh puluh 
empat seratus empat puluh lima rupiah).
7
 
E. Pertimbangan Hukum Hakim 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan 
persidangan maka sampailah pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana 
yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk 
alternatif, yaitu dakwaan pertama Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 
huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
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Pemberantasan Perusakan Hutan atau dakwaan kedua Pasal 83 ayat (1) 
huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau dakwaan 
ketiga Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan. Sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum 
tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana 
diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf (b) Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
8
 
1. Orang Perseorangan 
Bahwa unsur orang perseorangan seseorang selaku subyek 
hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara 
hukum, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dengan 
identitas sebagai berikut yaitu Sumari Bin Kaslan yang mana 
identitas terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat 
dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan 
persidangan bahwa identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan 
oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses 
pemeriksaan persidangan terdakwa telah lancar memberikan 
keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa 
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termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam 
kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat 
yang berwenang. 
Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku 
menyadari atau sadar akan perbuatan yang akan dilakukannya dan 
pelaku menghinsafi perbuatannya. 
Bahwa awalnya terdakwa mempunyai niat untuk mengganti 
dinding rumah terdakwa, kemudian timbul niat terdakwa untuk 
mengambil pohon kayu jati yang ada di dalam hutan, selanjutnya 
pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 terdakwa berangkat dari 
rumah terdakwa yang masih termasuk dalam kawasan hutan 
dengan berjalan kaki dengan jarak sekitar 1 (satu) km dan 
membawa sebuah pecok. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa 
sampai di kawasan hutan petak 69 RPH Temayang Kecamatan 
Temayang Kabupaten Bojonegoro mencari sebuah kayu jati dan 
setelah mendapatkan kemudian terdakwa dengan menggunakan 
pecok menebang pohon jati tersebut, dan setelah roboh kemudian 
terdakwa memotong menjadi 2 (dua) bagian yaitu ukuran panjang 
250 cm diameter 10 cm dan ukuran panjang 250 cm diameter 7 cm. 



































Bahwa sekitar pukul 10.30 wib setelah memotong kayu jati 
tersebut terdakwa memingkulnya dan membawa pulang namun 
dalam perjalanan pulang sekitar 200 meter ditangkap oleh saksi 
Hariyono Bin Lantip dan saksi Khudoiri Bin Ahmad Rif’ah 
keduanya petugas Perhutani. Bahwa terdakwa dalam menebang 
pohon kayu jati milik Perhutani tidak ada ijinnya dan terdakwa 
telah mengetahui kalau menebang pohon kayu jati milik Perhutani 
dilarang. Akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani mengalami 
kerugian sekitar Rp 374.145,- (tiga ratus tujuh puluh empat seratus 
empat puluh lima rupiah). 
Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa sudah 
mengetahui kalau menebang pohon milik Perhutani dilarang, 
namun karena terdakwa memiliki keinginan untuk mengganti 
dinding rumah milik terdakwa sehingga terdakwa walaupun tidak 
ada ijinnya dari pihak Perhutani tetap berangkat menuju kawasan 
hutan dengan membawa pecok untuk mengambil kayu jati didalam 
hutan yaitu di Petak 69 RPH Temayang.  
Setelah melakukan wawancara kepada Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Bojonegoro, bahwa beliau mengatakan 
beberapa pertimbangan menurutnya yaitu, Terdakwa Sumari Bin 
Kaslan benar telah melakukan tindak pidana penebangan pohon 
tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa majelis 
hakim dan penuntut umum memiliki perbedaan pendapat, karena 



































dilihat kepada fakta penuntut umum menuntut perbuatannya adalah 
mengangkut, sedangkan runtut kejadian aslinya adalah melakukan 
penebangan yang kemudian diangkut, sehingga majelis hakim 
memilih dakwaan alternatif pertama yaitu telah melanggar pasal 82 
ayat (1) huruf (b). Dan terdakwa melakukannya dengan 
perseorangan dan bukan membantu melakukan kejahatan. Dan juga 
terdakwa adalah termasuk masyarakat kecil yang bukan dari 
perusahaan besar pada umumnya yang melakukan penebangan dan 
pengangkutan kayu secara liar. (Haries Suharman Lubis)
9
 
Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur 
dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan 
hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang 
berwenang telah terbukti. Bahwa dengan demikian unsur ini telah 
terpenuhi. 
F. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan10 
1. Hal-hal yang memberatkan 
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak Perhutani 
2. Hal-hal yang meringankan 
- Terdakwa berterus-terang serta mengakui perbuatannya 
- Terdakwa menyesali perbuatannya 
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 Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, (Rabu, 30-01-2019, Secara 
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- Terdakwa belum pernah dihukum 
G. Amar Putusan 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro menjatuhkan 
putusan sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa Sumari Bin Kaslan tersebut diatas terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan 
tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang” 
sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 
dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
- 2 (dua) batang kayu jati yaitu 1 (satu) batang ukuran panjang 250 
cm diameter 10 cm, dan 1 (satu) batang ukuran panjang 250 cm 
diameter 7 cm dikembalikan ke Perhutani KPH Bojonegoro. 
- 1 (satu) buah pecok, dirampas untuk dimusnahkan. 



































6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
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ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF 
TERHADAP PELAKU UTAMA TINDAK PIDANA ILLEGAL 
LOGGING DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 
BOJONEGORO NOMOR 175/Pid.B/lh/2018/PN.Bjn 
 
A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum 
Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 
175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn Tentang Pelaku Utama Tindak Pidana 
Illegal Logging 
 
Atas pertimbangan hakim sebelum memberikan hukuman terhadap 
pelaku utama tindak pidana illegal logging yang telah terjadi di wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, harus mencari fakta-fakta yang 
bisa dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya yaitu mencari saksi-
saksi yang bisa diperkuat untuk memberikan bukti yang bisa membuat 
hakim memberikan hukuman Pasal 82 ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 12 huruf 
(b) Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan. 
Menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim mempunyai 
indepedensi kekuasaan dalam memutus sebuah perkara.
1
 Dalam pasal 50 
ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
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 Dahlan Sinaga, Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara 
Hukum Pancasila, (Bandung: Nusa Media, 2015), 131.   



































Kehakiman, dijelaskan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat 
alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan 
perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis 
yang dijadikan dasar untuk mengadili”.2 Secara sederhana dapat dijelaskan 
bahwa tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan 
kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan 
menjadi dua pengertian yaitu ‚”menegakkan hukum dan ‚memberikan 
keadilan”. 
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 
175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn Tentang tindak pidana Penebangan pohon 
dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat 
yang berwenang dengan terdakwa Sumari bin Kaslan, ada beberapa 
pertimbangan hakim untuk memutus perkara ini, yaitu: 
1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 82 
ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan  Perusakan Hutan yang berbunyi ‚ 
Orang Perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan 
pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan 
oleh pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta 
pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 
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 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) 



































rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus 
juta rupiah),
3
 yang penjelasannya sebagai berikut:  
(b) Orang Perseorangan 
Bahwa unsur orang perseorangan seseorang selaku 
subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya secara hukum, bahwa dipersidangan telah 
dihadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut 
yaitu Sumari Bin Kaslan yang mana identitas terdakwa 
tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan 
Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan 
persidangan bahwa identitas terdakwa tersebut telah 
dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian 
selama proses pemeriksaan persidangan terdakwa telah 
lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis 
Hakim bahwa terdakwa termasuk orang yang mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
(c) Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon 
dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang 
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. 
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Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah 
pelaku menyadari atau sadar akan perbuatan yang akan 
dilakukannya dan pelaku menginsyafi perbuatannya. 
(d) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa 
memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, majelis hakim 
tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan 
pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan 
pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus 
dipandang sebagai subyek hukum yang mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, 
sehingga atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana 
yang setimpal dengan perbuatannya. 
Oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama jaksa 
penuntut umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, 
sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam 
dakwaan pertama jaksa penuntut umum. 
2. Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa 



































Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang 
memberatkan dan meringankan, yaitu: 
a. Keadaan yang memberatkan 
Perbuatan terdakwa merugikan pihak Perhutani dan 
tidak mendukung program pemerintah dalam hal 
pemberantasan Illegal Logging dengan tujuan melindungi 
kelestarian hutan agar tetap terjaga. 
b. Keadaan yang meringankan 
Dalam perkara ini terdakwa mengakui terus terang 
perbuatannya. Didalam persidangan terdakwa juga berlaku 
sopan. Saat persidangan juga terungkap bahwa terdakwa 
belum pernah dihukum sebelumnya. 
b) Barang bukti 
Dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) 
batang kayu jati ukuran 250 cm diameter 10 cm, 1 (satu) batang 
kayu jati ukuran 250 cm diameter 7 cm dan sebuah pecok. 
c) Dalam perkara ini majelis hakim menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda 
sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan 



































apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana 
kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4
 
Dalam hal ini pengadilan mempunyai kewajiban untuk 
menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi, 
dan korban dalam proses peradilan efektif, memberikan putusan yang 
adil dan berdasar hukum, dan menyiapkan arena publik untuk 
persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan 
penilaian terhadap proses peradilan.
5
 Sebagai implementasi dari 
indepedensi dan kemerdekaan hakim dalam memutus perkara pidana, 
maka fungsi hakim adalah memberikan perlindungan kepada 
masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, 
menjaga hukum dan ketertiban, menghukum pelaku kejahatan sesuai 
dengan falsafah pemidanaan yang dianut, serta membantu memberi 
nasehat pada korban kejahatan.
6
 
Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas peneliti 
berpendapat: 
1. Penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim telah 
melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 12 huruf (b) 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam putusan Hakim 
memutus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 
                                                          
4
 Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn. 12. 
5
 Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim. . ., 138.   
6
 Ibid., 140. 



































denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus 
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, 
padahal ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) huruf (b) pidana 
minimum yaitu penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 
Seharusnya hakim menjatuhkan pidana sesuai 
dengan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 
2013, karena salah satu tujuan sistem pemidanaan khusus 
yaitu untuk mengefektifkan pengaruh prevensi general, 
khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan 
dan meresahkan rakyat.
7
 Prevensi General menekankan 
bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan 
ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh 
pidana dituju kepada masyarakat pada umumnya dengan 
maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan 
kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan 
mempengaruhi tingkah laku masyarakat pada umumnya 
untuk tidak melakukan tindak pidana. 
Rumusan pemidanaan pasal 82 ayat (1) huruf (b) 
dengan jelas menggunakan kata “dan” yang berarti hanya 
                                                          
7
 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2010), 123.   



































dimungkinkan penjatuhan pidana secara kumulatif. Artinya 
jika terbukti bersalah maka pelaku haruslah dijatuhi pidana 
penjara dan denda yang merupakan 2 (dua) jenis pokok. 
Bentuk kumulatif sanksi sebagaimana ditunjukkan dengan 
kata “dan” disini tidak dapat disimpangi dengan 
menjatuhkan salah satu bentuk pidana misalnya penjara 
atau denda saja. Tidak dijatuhkannya kedua jenis pidana 
tersebut padahal telah nyata ketentuan pidana secara tegas 
menyatakan adanya kata “dan” mengakibatkan putusan 
dibatalkan. 
Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwasanya 
hukuman denda merupakan hukuman pokok yang harus 
disertakan dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. 
Pemberian pidana tersebut tidak lain untuk mewujudkan 
tujuan pemidanaan pada umumnya dan tujuan 
diundangkannya Undang-undang nomor 18 tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
Terlebih pada halnya illegal logging pada saat ini 
adalah perbuatan yang dapat meresahkan warga. 
Dampaknya marak terjadi bencana alam yang diakibatkan 
dari hutan gundul. Supaya tidak ada lagi yang melakukan 
pelanggaran yang sama perlu penetapan hukuman yang 



































tepat guna memberikan efek jera kepada pelaku yang 
melakukan perbuatan tersebut. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di 
persidangan juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat 
dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar 
yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa. 
Alasan pemaaf dan pembenar yang dapat 




a) Pasal 44 dijelaskan karena jiwanya cacat atau 
terganggu karena penyakit.  
b) Pasal 48 dijelaskan adanya daya paksa.  
c) Pasal 49 ayat (1) djelaskan pembelaan terpaksa 
untuk diri sendiri/orang lain, kehormatan 
kesusilaan, dan harta benda.  
d) Pasal 49 ayat (2) dijelaskan pembelaan terpaksa 
yang melampui batas disebabkan oleh 
keguncangan jiwa yang hebat karena serangan 
atau ancaman.  
e) Pasal 50 dijelaskan karena melaksanakan 
ketentuan Undang-undang.  
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 R. Soesilo, Kitab Undang-undang. . ., 60.   



































f) Pasal 51 dijelaskan karena menjalankan perintah 
jabatan yang sah.  
Dari fakta hukum yang terungkap, terdakwa adalah 
orang yang sehat akalnya dan dalam melakuan tindak 
pidana tersebut tidak dalam keadaan tepaksa. Terdakwa 
juga melawan hukum karena tindak mempunyai ijin dari 
pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon 
di kawasan hutan milik perhutani. 
Setelah melakukan wawancara kepada Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro
9
, bahwa beliau 
mengatakan beberapa pertimbangan menurutnya yaitu, 
Terdakwa Sumari Bin Kaslan benar telah melakukan tindak 
pidana penebangan pohon tanpa memiliki izin dari pihak 
yang berwenang. Bahwa majelis hakim dan penuntut umum 
memiliki perbedaan pendapat, karena dilihat kepada fakta 
penuntut umum menuntut perbuatannya adalah 
mengangkut, sedangkan runtut kejadian aslinya adalah 
melakukan penebangan yang kemudian diangkut, sehingga 
majelis hakim memilih dakwaan alternatif pertama yaitu 
telah melanggar pasal 82 ayat (1) huruf (b). Dan terdakwa 
melakukannya dengan perseorangan dan bukan membantu 
melakukan kejahatan. Dan juga terdakwa adalah termasuk 
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 Hasil wawancara dengan hakim ketua persidangan di Pengadilan Negeri Bojonegoro. 



































masyarakat kecil yang bukan dari perusahaan besar pada 
umumnya yang melakukan penebangan dan pengangkutan 
kayu secara liar.  
Oleh karena hakim memiliki alasan pemaaf yang 
bisa dijadikan dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman 
tindak pidana kepada terdakwa dan adanya pertimbangan 
hukum oleh majelis hakim yang mana terdakwa hanya 
ingin mengambil beberapa kayu untuk menambal sulam 
rumahnya. Tetapi putusan hakim tidak mencerminkan efek 
jera untuk pelaku tindak pidana. Menurut penulis untuk 
mencerminkan adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana 
dengan menambahkan hukuman penjaranya yaitu 3 tahun 
penjara dan denda sebesar Rp 374.145,- sesuai dengan 
kerugian yang dialami oleh Perhutani. Dengan demikian 
suatu hukuman tetap sesuai dengan tujuan dibuatnya suatu 
aturan Undang-undang, yaitu akan menimbulkan efek jera 
bagi pelaku yang akan melakukan tindak pidana Illegal 
Logging. 
Dalam hukum pidana islam kejahatan penebangan pohon secara 
liar merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh shara, hal ini 
mengacu kepada surah al-qashas ayat 77 yang menyebutkan agar 
manusia tidak membuat suatu kerusakan di muka bumi, yang dalam 



































Firman Allah SWT surah al-Qashas ayat 77 dalam artinya 
menyebutkan:
10   
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah 
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, 
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 
kerusakan.” 
 
Berdasarkan ayat tersebut bahwa jelas perbuatan penebangan 
pohon secara liar termasuk dalam kejahatan (jarimah) pengrusakan 
bumi yang dilarang oleh Allah SWT. Karena pelaku kejahatan telah 
melakukan penebangan pohon secara liar yang dapat merusak 
ekosistem yang ada dan meninggalkan dampak yang buruk bagi 
sekitarnya. 
Untuk menentukan seseorang dapat dikatakan melakukan 
jarimah maka seseorang tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang 
terdapat dalam jarimah, adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu 
unsur formal, materil dan unsur moral. Penebangan pohon secara liar 
merupakan suatu jarimah yang tidak diatur atau tidak ditentukan 
mengenai sanksi hukuman terhadap pelaku dikarenakan sanksi 
hukumannya tidak diatur dalan nash dan hadits, maka dalam hal ini 
penebangan pohon secara liar dikenakan hukuman takzir yang 
ditentukan oleh ulil amri (pemerintah). 
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 Departemen Agama RI, Al-Qurán Dan Terjemahannya, (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema 
Insani, 2002), Hal. 395. 



































Seseorang dapat dikatakan pelaku tindak pidana apabila sudah 
terpenuhinya unsur-unsur jarimah. Secara umum dalam hukum pidana 
islam untuk menetapkan suatu jarimah harus terpenuhi unsur-unsurnya, 
antara lain: 
a. Unsur formal, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 
sudah ditentukan dalam nash dan diancam dengan hukuman. 
Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sumari 
bin Kaslan yaitu perbuatan penebangan pohon secara liar 
(illegal logging) yang termasuk bagian dari pengurasakan hutan. 
b. Unsur materil, yaitu adanya perbuatan yang membentuk 
jarimah, baik perbuatan-perbuatan nyata, berdasarkan 
keterangan saksi-saksi, terdakwa dan bukti-bukti lain. 
c. Unsur moral, yaitu orang yang dapat dibebani 




Dikarenakan semua unsur terpenuhi maka terdakwa Sumari 
Bin Kaslan sudah sepatutnya dikatakan telah melakukan perbuatan 
jarimah, maka dengan demikian terdakwa dapat dikenakan hukuman 
pidana, agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut untuk 
kedua kalinya, dan dapat menjadi contoh pula untuk masyarakat 
lainnya agar tidak melakukan hal yang serupa. 
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 Mukhsin Nyak Umar & Zara Zias, “Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif”, 
LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017, Hal. 137-138. 



































Dari pertimbangan hakim diatas, jika dikaitkan dengan 
hukum pidana Islam apabila suatu perbuatan yang tidak mendukung 
program pemerintah dan dapat meresahkan masyarakat yang hidup 
disekitar maka harus dijatuhi hukuman pidana karena tujuan dari 
hukum pidana sendiri yaitu melindungi lima kebutuhan hidup 
manusia atau biasa disebut dengan istilah Al maqasid al syari’ah al 
khamsah. Kelima tujuan tersebuat antara lain :
12
 
1) Hifzh al diin (memelihara jiwa) 
2) Hifzh al nafsi (memelihara jiwa) 
3) Hifzh al maal (memelihara harta) 
4) Hifzh al nasl (memelihara keturunan) 
5) Hifzh al ‘aqli (memelihara akal) 
Hakikatnya dalam Hukum Pidana Islam dan semua larangan 
syari’at mengandung suatu unsur maslahat, yaitu disisi lain untuk 
mencegah dari bahaya, dan sisi lain yaitu untuk menegakkan 
kemaslahatan dan juga untuk mencegah suatu kemudharatan. Maka 
dalam hal ini pemberian sanksi terhadap pelaku jarimah penebangan 
pohon secara liar (illegal logging), sudah sepatut harus sebanding 
dengan jarimah yang dilakukan oleh terdakwa, agar dapat 
memberikan efek jera bagi terdakwa dan agar memberikan 
pencegahan ke orang lain agar tidak melakukan jarimah yang sama. 
                                                          
12
 Ali Mutakin, “Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum”, 
Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), pp. 547-570. Hal 7. 



































Sejatinya tujuan dari diberlakukannya hukuman takzir tidak lain 
untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, antara 
lain sebagai: 
a. Pencegahan (preventif). Ditujukan bagi orang lain yang 
belum melakukan jarimah dalam hal ini merupakan hal 
pencegahan agar orang lain tidak melakukan jarimah. 
b. Membuat pelaku jera (represif). Dalam hal ini dimaksud 
agar pelaku tidak mengulang perbuatan jarimah dikemudian 
hari. 
c. Kuratif (islah). Jarimah takzir harus mampu membuat 
perilaku baik terpidana dikemudian hari. 
d. Edukatif (pendidikan). Dalam hal ini diharapkan dapat 




B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi atau Hukuman dalam 
Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn Tentang Pelaku Utama 
Tindak Pidana Illegal Logging 
Penerapan hukum pidana Islam dalam rangka menyelamatkan 
manusia baik individual maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan 
hal-hal yang menimbulkan kejahatan.
14
 Hukuman yang diartikan dengan 
pidana, siksaan atau ganti rugi merupakan balasan terhadap perbuatan 
yang menyimpang dan melanggar aturan.  
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 M. Nurul Irfan, “Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: Amzah, 2016), Hal. 94 
14
 Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 85.   



































Setelah melihat beberapa pertimbangan hukum hakim, maka hakim 
menjatuhkan amar putusan yang berisi menyatakan terdakwa Sumari Bin 
Kaslan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa 
memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus 
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa 
penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari 
pidana yang dijatuhkan. 
Dalam perkara ini hakim memutus dengan dakwaan alternatif 
pertama dari penuntut umum yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf (b) 
Jo Pasal 12 huruf (b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sedangkan hakim 
kurang memperhatikan akan batas minimal hukuman yang sudah 
ditetapkan oleh Undang-undang Khusus yang ada. Selain itu hukuman 
yang dijatuhkan oleh hakim kurang sesuai jika berasaskan Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan. 
Didalam hukum Islam sendiri tidak disebutkan secara jelas tentang 
hukuman bagi seseorang atau kelompok yang dengan sengaja melakukan 
penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang 



































dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi secara tidak langsung, 
hukuman untuk pelanggaran ini masuk ke dalam hukuman takzir yang 
mana hukumannya tidak ditentukan seperti hukuman had, dan 
dikembalikan kepada kebijakan hakim yang berwenang untuk mengadili. 
Takzir hukumannya ditentukan oleh pemerintah. Seperti yang telah 
dijelaskan di bab 2 tentang takzir, takzir samadengan hudud dalam satu 
sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan 
untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan 
kejahatan yang (dikerjakan). Sanksi-sanksi takzir adalah hukuman-
hukuman yang secara syara’ tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat 
Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi 
terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatan yang 
diperbuat.
15
 Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi 
aman terkendali dan perbaikan, takzir ini sangat beragam sesuai dengan 
situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai 
keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat. Akan tetapi bukan 
berarti hukuman takzir lebih ringan daripada hukum Islam itu sendiri, bisa 
saja hukuman takzir itu lebih berat dari pada hukuman hudud atau kafarat, 
tergantung kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. 
Oleh karena itu, dalam hukum pidana Islam sanksi yang diterapkan 
oleh majelis hakim tersebut berupa: 
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 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016). 



































1. Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 
(Penjara Kurungan). Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, 
yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Didalam 
hukuman penjara sendiri terbagi lagi menjadi dua yaitu 
hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. 
Hukuman penjara terbatas yaitu hukuman penjara yang lama 
waktunya dibatasi secara tegas,
16
 sedangkan hukuman penjara 
tidak terbatas tidak dibatasi waktunya. Dan jika dikaitkan 
dengan kasus ini terdakwa Sumari bin Kaslan di jatuhi dengan 
hukuman penjara terbatas karena waktu lamanya ditentukan 
oleh majelis hakim. 
2. Sanksi takzir yang berkaitan dengan harta. Hukuman takzir 
dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku 
untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya untuk 
menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa 
diharapkan untuk bertobat, hakim dapat men-tasharruf-kan 
(memanfaatkan) harta tersebut untuk kepentingan yang 
mengandung maslahat. Imam Ibnu Taimiyyah membagi 
hukuman takzir ini menjadi tiga bagian yaitu, 
Menghancurkannya (Al-Itlaf), mengubahnya (Al-Taghyir), 
memilikinya (Al-Tamlik). Dan jika dikaitkan dengan kasus ini 
terdakwa Sumari Bin Kaslan juga dijatuhi hukuman takzir yang 
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berkaitan dengan harta dan di golongkan ke takzir memilikinya 
(Al-Tamlik) yang bisa diartikan juga dengan denda yaitu 
hukuman takzir berupa pemilikan harta pelaku.
17
 
3. Maka penulis menyimpulkan hukuman takzir terhadap pelaku 
utama tindak pidana illegal logging adalah pidana penjara 
terbatas selama satu tahun dan denda sesuai kerugian yang 
dialami perhutani yaitu Rp 374.145,- karena menurut Syafiíyah 
hukuman takzir tidak boleh melebihi hukuman had yang batas 




Menurut Khusnul Khotimah, tujuan hukuman sebagai berikut: 
19
 
1. Untuk memelihara masyarakat. Dalam hal ini, pentingnya hukuman 
bagi pelaku jarimah sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari 
perbuatannya.  
2. Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. 
Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima 
balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan balasan 
tersebut, pemberi hukuman berharap terjadinya dua hal. Pertama, 
pelaku diharapkan menjadi jera sehingga ia tidak akan mengulangi 
pebuatan yang sama di masa yang akan datang. Kedua, orang lain 
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19
 Khusnul Khotimah, “Hukuman dan Tujuan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Mizani, Hal 
3. 



































tidak menerima perbuatan si pelaku dikarenakan akibat yang sama 
nantinya juga akan dikenakan kepada orang yang meniru.  
3.   Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran. Hukuman bagi pelaku 
pada dasarnya sebagai upaya mendidik agar menjadi orang baik, 
demikian juga masyarakatnya. Dia diajarkan bahwa perbuatan yang 
dilakukan telah mengganggu hak orang lain baik materiil maupun 
moril.  Pemberian hukuman juga sebagai upaya mendidik pelaku 
jarimah agar dapat mengetahui kewajiban dan hak orang lain.  
4.  Sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku jarimah akan mendapat 
balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini, setiap 
perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang setimpal sesuai nilai 
keadilan.  
Ulama Fiqh mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tindak 
pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
20
 
1. Hukuman itu disyari’atkan 
Yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah 
ditetapkan dan oleh syari’at Islam. Perbuatan dianggap salah 
jika ditentukan oleh nas. Hal ini didasarkan pada sumber-
sumber shara’ seperti al-Qur’an, al-Sunnah, ijma’, atau 
Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang 
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 Prinsip ini yang dalam bahasa hukum disebut 
dengan istilah asas legalitas. 
2. Hukuman itu bersifat pribadi 
Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak 
pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana hanya 
dipundak pelakunya, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam 
tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kecuali dalam 
masalah diyat, pembebanan (ganti rugi) dapat ditanggung oleh 
keluaganya. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus 
dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan 
tidak mengenai orang lain yang bersalah. 
3. Hukuman bersifat universal 
Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh 
orang, karena pelaku tindak kejahatan di َmuka hakim berlaku 
sama derajatnya, tanpa membedakan apakah itu orang kaya 
atau miskin, rakyat atau penguasa. Sehingga dalam jarimah 
qisash bila pelakunya sekalipun penguasa dikenakan hukuman 
pula. Adapun dalam hukuman takzir, persamaan dalam jenis 
dan kadar hukuman tidak diperlukan. Persamaan yang dituntut 
dari hukuman takzir itu adalah persamaan dalam aspek dampak 
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Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana 
didasarkan pada tiga hal. Pertama, adanya perbuatan yang dilarang. Kedua, 
adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. Ketiga, kesadaran 
bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.
23
 Dengan demikian orang 
gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani 
pertanggungjawaban. 
Dalam kasus penebangan pohon dengan sengaja dalam kawasan 
hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 
ini, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 
tindakan pidana penebangan pohon dengan sengaja dalam kawasan hutan 
tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 
berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 18 tahun 
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan 
majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda 
tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 
(tiga) bulan. 
Dengan demikian penulis dapat menganalisis bahwa hakikatnya 
dalam hukum pidana islam dan semua larangan syari’at mengandung suatu 
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unsur maslahat, yaitu disisi lain untuk mencegah dari bahaya, dan sisi lain 
yaitu untuk menegakkan kemaslahatan dan juga untuk mencegah suatu 
kemudharatan. Maka dalam hal ini pemeberian sanksi terhadap pelaku 
jarimah penebangan pohon secara liar (illegal logging), sudah sepatutnya 
harus sebanding dengan jarimah yang dilakukan oleh terdakwa. 
Tujuan dari diberlakukannya hukuman takzir tidak lain untuk 




a. Pencegahan (preventif). Ditujukan bagi orang lain yang belum 
melakukan jarimah dalam hal ini merupakan hal pencegahan agar 
orang lain tidak melakukan jarimah. 
b. Membuat pelaku jera (represif). Dalam hal ini dimaksud agar pelaku 
tidak mengulang perbuatan jarimah dikemudian hari. 
c. Kuratif (islah). Jarimah takzir harus mampu membuat perilaku baik 
terhadap terpidana dikemudian hari. 
d. Edukatif (pendidikan). Dalam hal ini diharapkan dapat mengubah pola 
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Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam putusan PengadilanNegeri Bojonegoro Nomor 
175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn Majelis hakim memutus terdakwa dengan 
menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 
harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan 
ini dianggap kurang sesuai menurut Undang-undang Khusus yang 
telah ditetapkan, seharusnya putusan yang diberikan oleh hakim 
merujuk kepada Pasal 82 ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 12 huruf (b) 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013. 
2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim 
Pengadilan Negeri Bojonegoro, hukuman bagi pelaku tindak pidana 
Illegal Logging didalam Hukum Pidana Islam tidak disebutkan secara 
jelas, oleh karena itu hukuman bagi pelaku tindak Pidana Illegal 
Logging masuk dalam ranah hukuman Takzir, yaitu sanksi takzir yang 
berkaitan dengan kemerdekaan seseorang (hukuman penjara terbatas) 
dan sanksi takzir yang berkaitan dengan harta (Al-Tamlik/denda). 
 




































1. Untuk penegak hukum terutama hakim sebagai ulil amri yang 
diberikan kekuasaan untuk mengadili sebagai wakil tuhan yang ada di 
bumi. Sebaiknya dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan 
ketentuan yang berlaku, agar supaya di setiap keputusannya dapat 
memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. 
2. Untuk masyarakat, agar senantiasa menjaga kelestarian hutan. Karena 
hutan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Janganlah 
membawa kerusakan yang ada di bumi. Dengan menjaga hutan, kita 
juga menjaga kehidupan bumi untuk masa depan. Dan agar bagi 
masyarakat mematuhi peraturan Undang-undang yang telah di 
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